
BUPATI HALMATIERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALI}TAHERA BARAT
I{oMoR 1r5"F /KPTS/ nu 120122

TENTANG
PEITEiIAPAN PEITERIMA BANTUAI{ RUMAH SWADAYA BERUPA UAITG

PROGRAM PEMULTHAN EKOIIOMr (PEN]
DESA TUGUIS KECAMATAIY TABARU
I(ABUPATEIY I{AtMAHERA BARAT

TAHU1Y AITGGARAIII 20/22

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2ATl tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Daerah
perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan
kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman
bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta kewaspadaan
masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam
wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial buday-a
yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejaian
dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah;

b. bahwa sektor perumahan memiliki peranan besar dalam
mendukung mitigasi dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19,
pembangunan infrastruktur Perumahan diharapkan dapat
mengakselerasi sektor lain sehingga memberikan daya ungkit
percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional {PEN) dan meningkatkan
Alokasi Pembangunan dan bantuan Pembiayaan Perumahan;

c. bahr,r,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang
Program Pemulihan trkonomi (PtrN) Desa Tuguis Kecamatan
Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O22;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat iI Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabrupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang PerLrendaharaan

Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimtlangan;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Perxnukiman;
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l0.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A79 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor O7/PRT/M 12018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun'20'20 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l3.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 115IKPTS/M|2O22 Tentang Besaran Nilai dan i,okasi
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A2L tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.
Halmahera Barat;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2422 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O'22;

16.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

l7.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A22 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2022;

Surat Usulan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab. Halnahera Barat Nomor :

993 / 7 5 IPERKIM-LH/V / 2022 Perihal : Pengusulan Pembuatan SK
Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

MEMUTUSI{AIT :

Menetapkan penerima bantuan ru4ah swadaya berupa uarlg
Program Pemulihan Ekonomi (PEN)) di Desa tuguis Kecamatan
Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran Keputusan ini.
Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berrrpa Uang
Frogram Pemulihan Ekonomi {PEN} sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawatr
tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dal
Lingkungan Hidup Kabupaten Flalmahera Barat sehingga di
harapkan bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkanrlya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belaqja
Daerah, Pos Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2422.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal : u 2A22

RA BARAT,

Jailolo
11

BUPATI

2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Prov. I\{aluku Utara di Ternate,
4. Ketua DPRD Kab. I{almahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat l{atr. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala BPKD Kab. l{almahera Barat di Jialolo.

,(

Ass. Bid. Ekonomi & Pemb

Kadis PERKIM-LH

Kabag. Hukum & Orgs
Tembusaru Disampaikan
1. Menteri PUPR di Jakarta,
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